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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayal (1]
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemernntah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selavar
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Selavar,

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selavar
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar sudah tidak sesuai dengan perkembangan
penvelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga perlu
diganti;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah,
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Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat |l di Sulawesi (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomoir 82. Tambahan Lembaran Negara Repubhk
indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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9.

Peraturan Pemenntah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selavar Menjadi
Kabupaten Kepulauan Selavar Provins: Sulawes: Selatan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
indonesia Nomaor 488494

PPeraturan Pemenntah Nomor 18 Tabun 2016 1entang
Perangkat Dacrah (Lemnmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambzahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5887) sebagaimana ielah
chubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Ffahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraruran
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  [(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

]
2

2
i

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selavar.
Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Bupati adalah Bupat; Kepulauan Selavar.
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10.

11.

12.

13.

14,

15:

Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemmerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyva
dalam sistem dan  poansip  Negara  Kesatuan Repubhk  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 14945

Pemerintah Daerali  adalah  Bupan  sebagar  unsur  penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkal LPRD
adalah lembaga perwakilan rakvat daerah vang berkedudukan sebagal
unsur penvelenggara Pemenntahan Daerah

Urusan Pemerntahan adalah kekuasaan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementenan
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindung,
melayani. memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
pemvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administranf terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelavanan administratif.

Sekretanat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pembenan
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan
Pemermntahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan Daerah

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tekmis Dinas vang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu
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16 kecamatan adalah Perangkar Daerah vang bersilat xewdavaban wang
dibentuk  datam  rangka memnghatkan  Koordinas)  penyelenggariaan
pemenntahan. peiasanan pubith. dan pemberdavaan masyarakat desa danr
keltrahan

17 Weluraban adalah perangkat kecamatan vang dibentuls untuk membaniu

atau melaksanakan sehaian tugas Caimat

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
Pasal 2
Maksud penrusunan  FPeratutal aerab i sty sebagar  acuan bag

Pemerintah Daerah dalam memperbaiki, menyusun. dan memngkatkan kinerja
Organisast. sera untuax menegoptimalkan susunan organisasl dan tata !-{F‘!J'd
kelembagaan Peranghat Dacrah  agar dapat melaksanakan administras:

Peirierintah Daerah vang efekuf dan efisien

Pasal 3
Tuyuan penvusunan Peraturan Daerah im vaitu untuk mengevaluasi kondist

eksisting helembazaan Perangkat Daerah vang disesuatkan dengan ketentuan
- 3 » (9]

peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a urusan pemenntahan vang menjad kewenangan Daerah;
b intensitas urusan pemenntahan dan potensi Daerah,
¢ efisiens:,;

d.  efekuhas:

e.  pembagan hatns tugas,
f rentang kendali,

g tata kena vang jelas, dan

b fleksibilnas

BAB III
PRINSIP
Pasal 5

Fembentukan dan susunan Feranpkat 1)

aerah berdasarkan prinsip
A

memperhiatikan kordis) Daerah

ti kebutubian Daerah
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beban kerja Daerah.
tepat ukuran; dan

€. tepat fungsi

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah im dibentuk Perangkat Daerah sebaga berikut
a. Sekretanmat Daerah:
bh. Sekretaniat DPRD,

Inspektorat Daerah:

o M

Dinas Daerah:

e. Badan Daerah; dan

-y

Recamatan

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 7

Perangkat Daerah terdin atas:
a Sekretarnat Daerah, Tipe A;
b. Sekreranat DPRD, Tipe C;

o

Inspektorat Daerah, Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdin atas:

1} Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tipe A, melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan colah raga;

2} Dinas Kesehatan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan;

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tipe A, melaksanakan
urusan pemenntahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe B, melaksanakan

urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;
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10}

11

12}

13)

14]

15)

16)

Sutuan Palise Pamong Pragi Pemadain Kebakaran dan Penyvelamatan
npe A melaksanakan arusan pemenntahan idang ketentramarn dan
ketertiban i serti pevhindungan masvarakat, sub urusan
ketentraman dan ketechan nmuom serta sub urusan kebakaran:
Dinas Sosal npe B melaksanslan ursan permenintabian bdang
soninl,

hnas Pemberdayaan Perempuiat. Perlindunpan Anak pengendaban
Penduduk, dan keluarpga Berencana, Hpe A melaksanakan urusan
pemerintahan hidang pemberday aan. perempiiar dan perhndungan
anak. dan urusan pemenintahan bidang pengendaban pendudulk dan
heluarpa berencanis,

Ihinas  Langkungan Hidup, tipe A, melaksanakan Urusan
pemerintahan dang hngkungan hidup,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, melaksanakan
urusan  pemerintahan  bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipl;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe B, melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masvarakat dan desa,
Dinas Perhubungan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, tipe A.
melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, urusan pemerintahan bidang statisuk, dan urusan
pemenntahan bidang persandian;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi,

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. tipe B, melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemenntahan bidang
kearsipan,

Dinas  Perkanan. tipe A, melaksanakan sebagian

pemenntahan bidang kelautan dan perikanan,

urusan
Dinas Pariwisata dan Kebudavaan, tipe A, melaksanakan urusan

pemenntahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan;
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17)

18)

Dinas Pertamian dan Ketahanan Pangan. tipe A, melaksanakan
urusan pemenntahan bdang pertaman dan urusan pemerintahan
bidang pangan,

Dinas Perindustrnan. Perdagangan. Koperas,, Usaha Kec1l, dan
Menengah. upe A, melaksanakan urusan pemenntahan  dang
perindustnian.  urusan  pemerintahan  bidang perdagangan, dan

urusan pemenntahan hidang koperasi, usaha kecil, dan menengah

Badan Daerah. terdin atas

1)

2)

4]

Badan Perencanaan. Pembangunan, Penelinan dan Pengembangan
Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan,

Badan Pengelolaan Keuangan  dan Pendapatan Daerah,
tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan hidang
keuangan;,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayva Manusia,
tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana;

Kecamatan, terdiri atas:

1)
2)
3)
4
9)
6)
7)
8)
9)

Kecamatan Bontomatene dengan tipe A,
Kecamatan Buki dengan tipe A;

Kecamatan Bontomanai dengan tipe A;
Kecamatan Benteng dengan tipe A;

Kecamatan Bontoharu dengan tipe A;
Kecamatan Bontosikuyu dengan tipe A;
Kecamatan Pasimasunggu dengan tipe A;
Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan tipe A:

Kecamatan Taka Bonerate dengan tipe A,

10) Kecamatan Pasimarannu dengan tipe A;

11} Kecamatan Pasilambena dengan tipe A.
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Pasal 8

(1) Kecamatan yang dipunpmn oleli camat mempunyan tiupgas membantu Bupat
dalam  memnghinkan  koordmase  peoneleneginiaan pemerintabian,
pelavanan pubhk. dan pemberdinann sy avakat desa dian helurabian

{2) Camat dalam melaksanakan tigasna weebppaitnana dimakesad |mr1:|
ayat (1), chbantu ol h peranghkat kecamatan

(3) Perangkat hecamatan sehaganmarna dirtoikesnd  paschae avat 2 sty
Kehirahan

{4) Kelurahan sebagannani dimaksud pada avar L dipimpin alelr kepala
Keturabian vang dischut lurah dan bertangpung jawah keparla camat

(5] Lurah sebagaimana dimaksud pada avat (4) mempunyar tugas tnembantu
camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pelavanan
dan pemberdavaan masvarakat, serta memehhara sarana dan prasarana
serta lasilitas pelayanan umum

{6) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah

tersendin

Bagian Ketiga
‘Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Pasal 9
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 10
(1} Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau keguatan
teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dibentuk dalam 2 (duaj klasifikasi, vaitu:
a. kelas A; dan
b. kelas B.

{3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan
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Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada

avat (1} ditetapkan dengan Peraturan Bupan setelah dikonsultasikan
secara tertuhs kepada Gubernur sebagar wakil pemerintah pusat

Selamn Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan avat (21, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan

berupa satuan pendidikan dasar berbentuk satuan pendidikan formal dan
non formal.

Kepala Unit Pelaksana Tekmis Daerah vang berbentuk satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada avat (5) dijabat oleh jabatan fungsional guru
atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7} Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan avat (2]. terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan
berupa rumah sakit daerah sebagar unit organisasi bersifat khusus serta
pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional,
yang membenkan lavanan secara profesional.

(8] Kepala umit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masvarakat
dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas
tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki
otonomi dalam pelaksanaan keuangan dan barang milik daerah serta
bidang kepegawaian

(10) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada avat (7) dipimpin oleh
direktur.

(11) Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan badan

layanan umum daerah, maka pengelolaan rumah sakit daerah tetap
bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban keuangan.

(12) Direktur rumah sakit daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang

milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.
(13} Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan
melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan

barang mihk daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah
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i1 Pelaksana Tekr o
ana Tekms Daerah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud
yAadda dve T dr - e
pada avat {7} ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah dikonsuliasikan secara tertulis

kepada Gubernur sebagai wakil pemenntah pusat

BAB VI
Staf Ahli

Pasal 11
{1)

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Stal Ahh
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mermberikan

rekomendasi terhadap 1su strategys kepada Bupaty s€

sual keahliannya
(3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(4) Staf Ahlh sebagaimana dimaksud pada avat (1} berjumlah paling tinggi 3
{tiga) Staf Ahli
(5) Staf Ahli diangkat dan pegaw ai negeri sipll yang memenuhi persyaratan.
(6] Ketentuan letnh lanjut mengenal pembentukan, nomenklatur, tugas dan

fungsi Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan

Daerah ini. diaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

1 .
undangan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah im, maka:
Pejabat pimpinan linggl pratama, pejabat administrator, dan pejabat
pengawas pada masing-masing Perangkat Daerah tetap menjalankan
rugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pimpinan tinggi

pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Perangkat
Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah in,

11
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Selavar, sebagaimana telah diubah beberapa kal dan

terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Selavar Nomor 8

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selavar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selavar, tetap melaksanakan
tugas dan fungsinyva sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kena Perangkat Daerah
Kabupaten Selavar, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selavar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, tetap melaksanakan
tugas dan fungsinva sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis

Dinas Rumah Sakit vang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah imi mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selavar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selavar (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62. Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selavar Nomor 28) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 15

DaratLiTe Nae N
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan

setap ori A o
ap orang mengetahuwinva, memeriniahkan pengundangan Peraturan
Daerah  kabupaten

A v
A0l

\I_A,..l ‘
Daerair It dengan penempatanniyd dalam  Lembaran

kepulauan Selavar

Ditetaphan dy Benteng

| [iesernber 2020

UAN SELAYAR,

packa tanpgal

Pjs. BUPATI KEPULA

 ASRIADY SULAIMAN

Diundangkan di Benieng
1 Desember 2020
H KABUPATEN KEPULAU

pada tanggal

SEKRETARIS DAERA

AN SELAYAR,

7 A
LY VT

{1ARJANI SULTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAY
NOMOR 98

NOREG PERATURAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.004.126.20
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
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PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

. UMUM

Dinamika pelaksanaan desentralisasi ¢ Indonesia dipandang dan
penverahan urusan pemerntahan oleh Pemmenintah  Pusat  kepada
pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan. telah berjalan cukup memadal. Konsep ini telah
menjadi pilihan kebyakan nasional bangsa Indonesia sebagai upaya
menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan. Oleh karena itu
sebagai upava menciptakan proses demokratisasi guna mencapal
kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional vang harus dilakukan
adalah dengan membenikan otonom kepada daerah.

Kebijakan desentrahsasi merupakan bagian penting dalam rangka
perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang
terpusat dengan kondisi geografis vang luas dan penduduk yang banyvak
dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan
pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penyerahan urusan
pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan
urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak
terlfammpau luas dan tuntutan masyarakat terhadap pelavanan dapat
dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan
murah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan
optimal, terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen-elemen yang
membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan,
untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan. penataan dan juga
perubahan mengikuti dinamika kebutuhan vang ada. Ada tujuh elemen

dasar vailu urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan,

perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan.
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Impl i ' :
piementasi dari ketujuh elemen ini sesungguhnya akan

berimplikasi pada lahimya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat
lokal. oleh karena itu perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek

penting Ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada
pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

Implementasi dari konsep strategis di atas adalah diterbitkannya
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan ditkuti dengan
peraturan pelaksananya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah
untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak
reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kah perubahan fundamental
dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999,
UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya
mengakomodasi dinamika kepentingan  yang berkembang dalam
masvarakat.

Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan
pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah,
urusan pemerintahan. pembinaan dan pengawasan, penataan daerah,
perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi
lokal. Aspek-aspek inilah vang dianggap penting untuk diatur sehingga
penvelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi
masyarakat di daerah.

Terkait dengan hal di atas, salah satu elemen vang perlu dilihat
secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan.
Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa kewenangan daerah
tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam
kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana
berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan
daerah tersebut.

Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap

kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung
pencapaian tujuan otonomi daerah.

Perlu dipahami bahwa untuk konteks Indonesia, ada dua
kelembagaan penting yvang membentuk pemerintahan daerah vyaitu:
kelembagaan untuk pejabat politik yaitu kelembagaan kepala daerah dan
DPRD; dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat

daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan, kelurahan dll).
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hedu.a kelembagaan ini sejatinya merupakan titik idik atau fokus dalam
upaya penataan dan perbaikan schingga bejalan dalam kondor
penyelenggaraan tugas dan fungsi vang ditetapkan Terkait dengan
kelembagaan politik perbaikan seringkali dilakukan pada pola huburigan
antara kepala daerah dan DPRD Implkasinya pada regulist vang adapun
lebih banyak mengatur tentang bagaimana menemukan b shungan vang

harmonis bag) kedua pihak

N
Selanjutnya terkait dengan kelembagaan uniis prokrasi. fokus
perhatian diarahkan pada beberapa aspek hal ym mengingat keberadaan

kelembagaan ini selain menjadi pendukung keherhasilan penvelenggaraan
v % ool b
otonomi daerah, tetapr juga wadah bagr ribuan orang vang telah

mengorhankan dirt untuk bekerna sehagal irokrat Para pegawai 1 telab

» s srieTint: 3 far
menjadi alat kekuasaan untuk menjalankan roda pemenntahan cat

mewujudkan visi dan mis1 organisasi Disisi lain penataad kelernbaga

ini harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisas: sehingga

mampu memenuhi  pencapaian tujuan otonom! daerah. kompleksitas

persoalan vang ada dan banyaknya aspek vang mpf'mmhangk;m.
membuat kelembagaan pemcrimah daerah dibuat dengan mengacu pada
pedoman yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional.

pPembenahan perangkat daerah sebagai wadah karir birokrasi di
daerah, dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi
manajemen pemerintahan. Apabila model klasik menempatkan (nstius
pemerintah sebagai aktor dominan dalam penvelenggaraan pemenntahan,
maka sebagai upaya mengantisipasi berbagai perubahan yang tidak dapar
diprediksi dan berlangsung cepat dalam lingkungan sistem politik,
dilakukan perbaikan terus menerus menvesuaikan dengan kondis1 vang
ada Harus dipahami bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung dalam
aras global, nasional, maupun lokal. Oleh karena itu, reformasi
manajemen pemerintahan harus mengakomodasi semua aspek vang ada

Kairan dengan hal di atas, sorotan utama penataan kelembagaan
pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut
dalam kontribusi pencapatan tujuan otonomi daerah. Sebagal perangkat
daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan  daerah, kehadirannva harus mampu memberikan
dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah.
Lembaga pemerintah daerah vang mencakup organisasi, personil, dan
ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-

program pembangunan di daerah. Oleh karena itu perangkat daerah
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pelaksana urusan daerah tat spesifik, serta sebagai unsur

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
hurufa
Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan vang
menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanyva
dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan.
huruf b
Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemenintahan
dan potensi Daerah” adalah penentuan jumilah dan susunan
perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume
beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan
Urusan Pemerintahan.
huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan
tingkat dava guna yang paling tingg yang dapat diperoleh.
hurufd

yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat

guna dan berdaya guna.
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